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Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3816/B/PK/Pjk/2023 

PUTUSAN 
Nomor 3816/B/PK/Pjk/2023 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH AGUNG 

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam 

perkara: 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan 

Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta; 

Dalam hal ini diwakili oleh WanseptaNirwanda, 

jabatanDirekturKeberatan dan Banding, DirektoratJenderal 

Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

Nomor SKU-10389/PJ/2022tanggal5 Desember 2022; 

Pemohon Peninjauan Kembali; 

Lawan 

PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk, beralamat di di Gedung 

Menara Astra Lantai58-63 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 

5-6, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili 

oleh Chiew Sin Cheok,jabatan Direktur; 

Termohon Peninjauan Kembali; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, 

ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan 

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

002310.99/2022/PP/M.XIA Tahun 2022, tanggal 19 September 2022, yang 

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon 

Peninjauan Kembali dengan petitumgugatan sebagai berikut: 

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima 

karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal; 

2. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat 

Tergugat Nomor S-148/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal 3 Februari 2022; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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3. Membatalkan Surat Tergugat NomorS-148/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal 

3 Februari 2022 adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga tidak dapat 

berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Penggugat; 

4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan imbalan bunga 

sekaligus menerbitkan Surat Ketetapan Pemberian Imbalan Bunga dan 

Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga sebesar Rp1.348.735.043 

kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut: 

 
 

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan 

Surat Tanggapan tanggal 9 Mei 2022; 

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

002310.99/2022/PP/M.XIA Tahun 2022, tanggal 19 September 2022, yang 

telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: 

Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Surat 

Tergugat Nomor S-148/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang 

Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan, atas nama PT Astra International 

Tbk, NPWP 01.302.584.6-092.000, beralamat di Gedung Menara Astra 

Lantai58-63 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Tanah Abang, Jakarta 

Pusat, DKI Jakarta; 

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan 

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Oktober 2022, 

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan 

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan 

Pajak pada tanggal 4 Januari 2023, dengandisertai alasan-alasannya yang 

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Januari 

2023;  
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Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta 

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka 

permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang 

diterima tanggal 4 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepadaMahkamah 

Agung untukmemberikanputusansebagaiberikut: 

1. Menerima dan mengabulkanPermohonanPeninjauan Kembali 

atasPutusanPengadilan Pajak NomorPUT-002310.99/2022/PP/M.XIA 

Tahun 2022 tanggal 19 September 2022yang dimohonkan Pemohon 

Peninjauan Kembaliuntukseluruhnya; 

2. MembatalkanPutusanPengadilanPajakNomorPUT-

002310.99/2022/PP/M.XIA Tahun 2022 tanggal 19 September 2022, 

karenatelahdibuattidak berdasarkan fakta hukum dan 

bertentangandenganketentuanperaturanperundang-

undanganperpajakan yang berlaku; 

3. Denganmengadilisendiri: 

3. 1. MenolakpermohonanGugatanTermohonPeninjauan Kembali; 

3. 2. Menyatakan bahwa Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S-

148/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal3 Februari 2022 

tentangPemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan, atasnama PT. 

Astra International Tbk, NPWP 01.302.584.6-092.000, beralamat 

di Gedung Menara Astra Lantai 58-63 JalanJenderal Sudirman 

Kaveling 5-6, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 

adalahtelahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undanganperpajakan yang berlakusehingga oleh 

karenanyatelahsah dan berkekuatanhukum; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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3. 3. Menghukum TermohonPeninjauan Kembali 

untukmembayarsemuabiayadalamperkaraa quo; 

Atau: 

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan 

mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka 

mohon putusan yang  seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, 

Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan 

Kembali pada tanggal 7 Februari 2023, yang pada intinya putusan 

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar sertamenolak permohonan 

peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali; 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali 

tersebut, Mahkamah Agung berpendapat: 

Menimbang, bahwa yang menjadipokoksengketaadalahpenerbitan 

Surat TergugatNomor S-148/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal 3 Februari 

2022tentangPemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan yang tidakdisetujui oleh 

Penggugat; 

Menimbang, 

bahwaalasanTergugattidakmenerbitkankeputusanpemberianimbalanbungake

padaPenggugatkarenakelebihanbayartersebutbukanberasaldari SPT yang 

menyatakanLebih Bayar, sesuaiketentuanPeraturanPemerintahNomor 74 

Tahun 2011 dan Peraturan Menteri KeuanganNomor 226/PMK.03/2013; 

Menimbang, 

bahwaPenggugatmenyatakanberhakmendapatkanimbalanbungasesuaiketent

uanPasal 27A ayat (1) Undang-UndangtentangKetentuanUmum 

Perpajakandenganalasan yang pada intinyaMahkamah Agung 

telahmenerbitkanPutusanPeninjauan Kembali yang 

mempertahankanPutusanPengadilan Pajak terkait banding terhadap 

Keputusan Keberatanatas SKPN PPnBM yang pada 

intinyamenyatakanPenggugatmemilikikelebihanpembayaranPPnBM; 
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Menimbang, bahwapokokmasalaha 

quoadalahapakahPenggugatberhakmemperolehimbalanbungaataskelebihan

pembayaranPPnBM? 

Menimbang, bahwamasalaha quomerupakanmasalahyuridis yang 

berdasarkanfaktapersidangandihubungkandenganperaturanperundang-

undangan, sudahdipertimbangkandengantepat dan benar oleh Judex Facti, 

sehinggadikuatkan dan diambilalih oleh Mahkamah Agung, 

denganpertimbangan; 

Menimbang, bahwaberdasarkanPutusanPeninjauan Kembali No. 

1645/B/PK/PJK/2017 tanggal 12 Oktober 2017, Mahkamah Agung 

telahmenguatkanPutusanPengadilan Pajak yang 

menetapkanterdapatkelebihanpembayaranPPnBM pada SPT Masa PPN 

Penggugatsebesar Rp2.809.864.672,00; 

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Peninjauan Kembali a quo 

dibacakan pada tanggal 12 Oktober 2017, yaitu sebelum berlakunya 

Undang-Undang tentangCipta Kerja tanggal 2 November 2020, maka 

permohonan imbalan bunga Penggugat diselesaikan menurut ketentuan 

Pasal 27A Undang Undang tentangKetentuanUmum Perpajakan, dengan 

tarif sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak 

sampai dengan diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali. Dengan 

demikian nilai imbalan bunga Penggugat adalah sebesar 

Rp1.348.735.043,00 (2% x 24 bulan x Rp2.809.864.672,00); 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka 

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan 

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak; 

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, 

maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada 

Pemohon Peninjauan Kembali; 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang 

terkait; 

MENGADILI: 

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK; 

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara 

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus 

ribu Rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Kamis,tanggal 12 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., 

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai 

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., 

M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai 

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu 

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan 

Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. 

 

 Anggota Majelis: Ketua Majelis, 

 

 ttd. ttd. 

 

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 

  

 ttd.  

 

 

 Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. 
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 Panitera Pengganti, 

 

 

 ttd. 

 Dewi Asimah, S.H., M.H. 

Biaya-biaya: 
1. Meterai Rp      10.000,00 
2. Redaksi Rp      10.000,00 
3. Administrasi PK Rp2.480.000,00 

Jumlah Rp2.500.000,00 
 

 

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI 

a.n. Panitera 
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara, 

 
 
 
 

H. HendroPuspito, S.H., M.Hum 
NIP : 19610514 198612 1 001 
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